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PENETAPAN

Nomor 5216/Pdt.G/2022/PA.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam

perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, tempat kediaman di Semula di Kabupaten Ciamis,
sekarang berdiam di rumah orang tua Penggugat di Kota Tasikmalaya,
dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yadi Supriadi, S.H., yang
berkantor di Jalan Ir H. Juanda No 316 Lingk. Sikuraja Rt 004 Rw 010
Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2022 yang terdaftar dalam
register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 5934/XII/K/2022
tertanggal 16 Desember 2022, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan,
Tergugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut
Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16

Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada hari
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umat tanggal 16 Desember 2022 dengan register perkara Nomor

5216/Pdt.G/2022/PA.Cms telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat
pada tanggal 19 September 2010 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor : xxx, tertanggal 20 September 2010, pada waktu menikah Penggugat
berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai
suami isteri berumah tangga terakhir di Kabupaten Ciamis dan telah bergaul
sebagaimana suami isteri yang baik dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup
harmonis selama kurang lebih 6 tahun 3 bulan lamanya, Penggugat
menjalankan kewajiban sebagai istri, begitu pula Tergugat menjalankan
kewajiban sebagai seorang suami;

4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 15 Desember
2016 mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya
perselisihan disebabkan Tergugat tergoda oleh wanita lain bernama lka orang
Jalatrang;

5. Bahwa sebagai akibat dari perselisihan tersebut ketentraman dan
keharmonisan rumah tangga terganggu, dan puncaknya terjadi pada bulan
Juni 2020 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai dengan
sekarang yang mana Penggugat sekarang berdiam di rumah orang tua
Penggugat di Kota Tasikmalaya dan Tergugat tinggal di Kabupaten Ciamis;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga
dengan meminta bantuan kepada sesepuh di lingkungan, kerabat dekat, akan
tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat sebagai isteri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah
tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya
daripada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi
untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;

8. Bahwa biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;
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9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Bapak Ketua Pengadilan Agama Ciamis agar menerima, memeriksa,

mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak
Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini
berkenan memutuskan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat
(Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi
kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua
belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi
tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat
dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Drs. H. Fachruddin, SH, MH
sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 5216/Pdt.G/2022/PA.Cms
tanggal Rabu.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 04 Januari 2023, menyatakan
bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan
kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis
hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mengakui berdamai dan
menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri yang harmonis maka
Penggugat dan Tergugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan
selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi

dilanjutkan.
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Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara

persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Penggugat kepada Advokat : Yadi
Supriadi, S.H., Advokat, dan pelimpahan kuasa tersebut ternyata telah sejalan
dengan syarat dan prosedur yang berlaku, sehingga karenanya kuasa hukum
Penggugat dapat diterima dan dipandang berwenang untuk bertindak mewakili
kepentingan hukum Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar
dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun
membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan
perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk
mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian
antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah
tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan
kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat dan Tergugat menyatakan
mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak
melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud
Penggugat dan Tergugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka
pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah
proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus
diperhitungkan.
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Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai
Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama
maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.
Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan
dengan perkara ini.
MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
5216/Pdt.G/2022/PA.Cms dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp365.000,00 (
tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 11 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. U. Nurdin, S.H sebagai Ketua
Majelis, Drs. Firdaus, M.A. dan Drs. Damanhuri Aly, MH masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11
Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh
Hakim Anggota dan dibantu oleh Oman, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,
ttd ttd
Drs. Firdaus, M.A. Drs. U. Nurdin, S.H
ttd

Drs. Damanhuri Aly, MH
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Panitera Pengganti,

ttd

Oman, S.Ag

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP : Rp. 60.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 220.000,-

4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-
Jumlah : Rp. 365.000,-

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)
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